
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
KERANGKA ACUAN  SUB KEGIATAN 

             

  KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN 
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 

 

  TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN  

             

  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

 KABUPATEN DEMAK 

 TAHUN 2022 

             

 



KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN 

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN 
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD   

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan 

penjabaran perencanaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan APBD adalah 

proses perencanaan dan penganggaran yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang 

mempersyaratkan adanya konsistensi antara kedua proses tersebut. Sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa 

perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya komitmen dari semua pihak untuk 

menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan 

bagian dari proses penyusunan APBD. 

Dalam rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS APBD disajikan secara lengkap 

penjelasan mengenai :  

a. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam APBD dengan 

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; 

b. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam APBD apabila 

asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam APBD 

apabila melampaui asumsi KUA.    

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud Penyusunan KAK 

Maksud Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arah dan dasar 

penentuan kerangka kegiatan dan anggaran APBD tahun 2023 beserta prioritas 

anggarannya baik penetapan maupun perubahannya. 

 

 



2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD 

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah 

(Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan sebagai berikut:  

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain: 

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan 

pemerintah daerah; 

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 

3) teknis penyusunan APBD; dan 

4) hal-hal khusus lainnya. 

 

C. SASARAN 

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut: 

a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, 

efektif, efisien, dan tepat waktu; 

b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan 

dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022 dengan jadwal sebagai berikut: 

 
No Uraian Waktu Lama 

1. 
Penyampaian Rancangan KUA dan paling lambat minggu I bulan Juli 1 minggu 



Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD 

kepada Kepala Daerah 

2. 

Penyampaian Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS oleh Kepala 

Daerah kepada DPRD 

paling lambat minggu II  

bulan Juli 

5 minggu 

3. 

Kesepakatan antara Kepala Daerah 

dan DPRD atas Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS  

paling lambat minggu II  

bulan Agustus 

4. 

Penerbitan Surat Edaran Kepala 

Daerah perihal Pedoman Penyusunan 

RKA SKPD dan RKA-PPKD 
paling lambat minggu III bulan 

Agustus 
4 minggu 

5. 

Penyusunan dan pembahasan 

RKASKPD dan RKA-PPKD serta 

penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD 

6. 

Penyampaian Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD oleh Kepala 

Daerah kepada DPRD 

Paling lambat Minggu II bulan 

September bagi daerah yang 

menerapkan 5 (lima) hari kerja per 

minggu atau paling lambat Minggu 

IV bulan September bagi daerah 

yang menerapkan 6 (enam) hari 

kerja per minggu 

 

60 (enam  

puluh)  

hari kerja 

7. 

Persetujuan bersama DPRD dan 

Kepala Daerah 

Paling lambat 1 bulan sebelum 

dimulainya tahun anggaran 

berkenaan 

 

  

8. 

Menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD kepada 

Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk 

dievaluasi 

3 hari kerja setelah persetujuan 

bersama 

 

9. 

 

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD 

Paling lama 15 hari kerja setelah 

Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD diterima oleh 

Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

 

10. 

Penyempurnaan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD 

Paling lambat 7 hari kerja (sejak 

diterima keputusan hasil evaluasi) 

 



sesuai dengan hasil evaluasi yang 

ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPRD tentang 

penyempurnaan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD 

11. 

Penyampaian keputusan pimpinan 

DPRD tentang penyempurnaan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD kepada menteri dalam 

negeri/Gubernur 

3 hari kerja setelah keputusan 

pimpinan DPRD ditetapkan 

 

12. 

Penetapan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD sesuai 

dengan hasil evaluasi 

paling lambat akhir Desember (31 

Desember) 

 

13. 

Penyampaian Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD 

kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur 

Paling lambat 7 hari kerja 

setelahPeraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

ditetapkan 

 

 

E. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan 

oleh Tim Pelaksana sebagai berikut: 

- Penanggung Jawab  : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si  

- Ketua Pelaksana   : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.  

- Wakil Ketua  : HADI SUSANTO, SE, M.M.   

- Sekretaris  : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.  

- Anggota  : 1.  AGUS RAHMANTO, SE., M.M.  
     2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos. 

     3. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E 
4. PUJI IRAWAN, SE. 
5. SANTOSO. 

 

 

F. PEMBIAYAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 

262.270.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan 

perinciannya adalah sebagai berikut: 



 

V OLU M E SA TU A N

320,00 buku

320,00 set

46.990,00 lembar

262.974,00 lembar

170,00 buku

170,00 buku

30,00 lembar

120,00 buah

160,00 buah

100,00 OK

100,00 OK

13,00 Orang/ bulan

1,00 Orang/ bulan

6,00 Orang/ bulan

1,00 Orang/ bulan

1,00 Orang/ bulan

1,00 Orang/ bulan

1,00 Orang/ bulan

440,00 OJ

830,00 OJ

185,00 OJ

24,00 OH

Jumlah B elanja Sub  Keg iat an 262.270.000,00

Belanja   Perjalanan   Dinas   Paket    Meet ing   Luar   Kot a   (Sub   Unit    :   BADAN   PENGELOLAAN KEUANGAN, 

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)
8.880.000,00

BIAYA   PERJALANAN   DINAS   PEJABAT/ PNS/ NON   PNS-PERJALANAN   Dinas   Luar   Daerah- Jawa Tengah  ;  

BIAYA  PERJALANAN  DINAS  PEJABAT/ PNS/ NON  PNS-PERJALANAN  Dinas  Luar  Daerah-

Jawa Tengah Perda/ Perbup APBD

370.000,00 8.880.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.880.000,00

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket  Meet ing Luar Kot a 8.880.000,00

SATUAN    BIAYA    UANG    LEMBUR    DAN    UANG    MAKAN    LEMBUR-Uang    Lembur-Golongan

II/ Golongan I/ Pegawai Tidak Tet ap
15.000,00 2.775.000,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.880.000,00

SATUAN  BIAYA  UANG  LEMBUR  DAN  UANG  MAKAN  LEMBUR-Uang  Lembur-Golongan  IV  ; SATUAN   BIAYA   

UANG   LEMBUR   DAN   UANG   MAKAN   LEMBUR-Uang   Lembur-Golongan   IV

Perda/ Perbup APBD

25.000,00 11.000.000,00

SATUAN  BIAYA  UANG  LEMBUR  DAN  UANG  MAKAN  LEMBUR-Uang  Lembur-Golongan  III  ; SATUAN   BIAYA   

UANG   LEMBUR   DAN   UANG   MAKAN   LEMBUR-Uang   Lembur-Golongan   III

Perda/ Perbup APBD

20.000,00 16.600.000,00

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.375.000,00

Belanja  Lembur  (Sub  Unit   :  BADAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN,  PENDAPATAN  DAN  ASET DAERAH)
30.375.000,00

Honor   Tim   Anggaran   Pemerint ah   Daerah-Pengarah   ;   Honor   Tim   Anggaran   Pemerint ah Daerah-Pengarah 

Perda/ Perbup APBD
3.000.000,00 3.000.000,00

Honor Tim Anggaran Pemerint ah Daerah-Pembina 3.500.000,00 3.500.000,00

Honor   Tim   Anggaran   Pemerint ah   Daerah-Sekret ar is   ;   Honor   Tim   Anggaran   Pemerint ah Daerah-Sekret ar is 

Perda/ Perbup APBD
1.500.000,00 1.500.000,00

Honor  Tim  Anggaran  Pemerint ah  Daerah-Ket ua  ;  Honor  Tim  Anggaran  Pemerint ah  Daerah- Ket ua 

Perda/ Perbup APBD
2.500.000,00 2.500.000,00

Honor Sekret ar iat  Tim Anggaran Pemerint ah Daerah-Ket ua ; Honor Sekret ar iat  Tim Anggaran Pemerint ah 

Daerah-Ket ua Perda/ Perbup APBD
1.000.000,00 1.000.000,00

Honor Tim Anggaran Pemerint ah Daerah-Anggot a ; Honor Tim Anggaran Pemerint ah Daerah- Anggot a 

Perda/ Perbup APBD
1.300.000,00 7.800.000,00

Honorarium Tim Anggaran Pemerint ah Daerah (Sub Unit  : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN 

DAN ASET DAERAH)
27.100.000,00

Honor  Sekret ar iat   Tim  Anggaran  Pemerint ah  Daerah-St af   Teknis  ;  Honor  Sekret ar iat   Tim Anggaran 

Pemerint ah Daerah-St af  Teknis Perda/ Perbup APBD
600.000,00 7.800.000,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kant or 57.475.000,00

5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerint ah Daerah 27.100.000,00

SATUAN  BIAYA  KONSUMSI  RAPAT-RAPAT  BIASA-Makan  ;  SATUAN  BIAYA  KONSUMSI  RAPAT-

RAPAT BIASA-Makan Perda/ Perbup APBD
38.000,00 3.800.000,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 57.475.000,00

Belanja   Makanan   dan   Minuman   Rapat    (Sub   Unit    :   BADAN   PENGELOLAAN   KEUANGAN, PENDAPATAN DAN 

ASET DAERAH)
5.300.000,00

SATUAN  BIAYA  KONSUMSI  RAPAT-RAPAT  BIASA-Makanan  Kecil  (   Snack)  ;  SATUAN  BIAYA

KONSUMSI RAPAT-RAPAT BIASA-Makanan Kecil (  Snack) Perda/ Perbup APBD
15.000,00 1.500.000,00

Tas Kerja Kant or 165.000,00 26.400.000,00

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00

Belanja   Alat / Bahan   unt uk   Kegiat an   Kant or-Bahan   Kant or   Lainnya   (Sub   Unit    :   BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)
28.200.000,00

Map Zeper (Map Plast ik reslet ing) 15.000,00 1.800.000,00

ALAT TULIS KANTOR-Mat erai ; ALAT TULIS KANTOR-Mat erai Perda/ Perbup APBD 10.000,00 300.000,00

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat / Bahan unt uk Kegiat an Kant or- Alat / Bahan unt uk Kegiat an Kant or Lainnya 28.200.000,00

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat / Bahan unt uk Kegiat an Kant or- Benda Pos 300.000,00

Belanja  Alat / Bahan  unt uk  Kegiat an  Kant or-Benda  Pos  (Sub  Unit   :  BADAN  PENGELOLAAN KEUANGAN, 

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)
300.000,00

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya  Penjilidan  Jilid  Lakban  Tebal  <  5  cm  ;  ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid 

Lakban Tebal < 5 cm Perda/ Perbup APBD
3.500,00 595.000,00

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya  Penjilidan  Jilid  Lakban  Tebal  >  5  cm  ;  ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid 

Lakban Tebal > 5 cm Perda/ Perbup APBD
6.400,00 1.088.000,00

ALAT  TULIS  KANTOR-Fot ocopy  Bolak-balik  Folio  ;  ALAT  TULIS  KANTOR-Fot ocopy  Bolak-balik Folio 

Perda/ Perbup APBD
500,00 131.487.000,00

BLANKO  /   FORMULIR  /   CETAKAN-Cet ak  Cover  Penerbit an-Cet ak  Cover  Penerbit an  3  Warna  ; BLANKO  /   

FORMULIR  /   CETAKAN-Cet ak  Cover  Penerbit an-Cet ak  Cover  Penerbit an  3  Warna Perda/ Perbup APBD 16.400,00 5.248.000,00

ALAT TULIS KANTOR-Fot ocopy Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fot ocopy Folio Perda/ Perbup APBD 300,00 14.097.000,00

Belanja  Alat / Bahan  unt uk  Kegiat an  Kant or-  Bahan  Cet ak  (Sub  Unit   :  BADAN  PENGELOLAAN KEUANGAN, 

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)
162.115.000,00

Jilid  sof t   cover  t ebal  diant ara  3-5  cm  ;  Jilid  sof t   cover  t ebal  diant ara  3-5  cm  Perda/ Perbup APBD
30.000,00 9.600.000,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.915.000,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan unt uk Kegiat an Kant or- Bahan Cet ak 162.115.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.270.000,00

5.1.02.01 Belanja Barang 195.915.000,00

5 BELANJA DAERAH 262.270.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 262.270.000,00

KOD E 

R EKEN IN G
U R A IA N

SETELA H PER U B A HA N

R IN C IA N  PER HITU N GA N JU M LA H

HA R GA  

SA TU A N
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KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN 

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN 

PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

A. PENDAHULUAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. APBD merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah 

yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan 

penganggaran yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mempersyaratkan 

adanya konsistensi antara kedua proses tersebut. Sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa 

perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian 

dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya 

komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA 

PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD. 

            Selanjutnya, sebagaimana diatur pada Bab IV Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan 

daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub 

kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus; 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan 

e. Keadaan luar biasa. 

 

 

 

 

 



B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud Penyusunan KAK 

Maksud Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 

adalah sebagai arah dan dasar penentuan kerangka kegiatan dan anggaran 

Perubahan APBD tahun 2022 beserta prioritas anggarannya. 

 
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 

adalah sebagai berikut:  

a. Menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah. 

b. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan di Kabupaten Demak 

Tahun 2022 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran 

berjalan. 

c. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijadikan 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan 

bagi Organisasi Perangkat Daerah.  

d. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Demak atas kebijakan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam 

pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan Kebijakan 

Umum APBD Kabupaten Demak Tahun 2022. 

 

C. SASARAN 

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut : 

a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, 

akuntabel, efektif, efisien, dan tepat waktu; 

b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

 

 



D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Demak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Agustus sampai 

dengan Oktober 2022 dengan jadwal sebagai berikut: 

No Uraian Waktu Lama 

1. Penyampaian Rancangan Perubahan 

KUA dan Rancangan Perubahan PPAS 

oleh Kepala Daerah kepada DPRD 

paling lambat minggu 

I bulan Agustus 

 

2. Pembahasan dan kesepakatan antara 

Kepala Daerah dan DPRD atas 

Rancangan Perubahan KUA dan 

Rancangan Perubahan PPAS 

paling lambat minggu 

II bulan Agustus 

3. Penerbitan Surat Edaran Kepala 

Daerah perihal Pedoman Penyusunan 

RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan 

DPA dan SKPD/PPKD serta 

Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

paling lambat minggu 

III bulan Agustus 

4. Penyampaian Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD oleh Kepala 

Daerah kepada DPRD 

Paling lambat minggu 

II bulan September  

5. Pengambilan persetujuan bersama 

DPRD dan Kepala Daerah 

Paling lambat 30 

September  

Paling lambat 3 

bulan sebelum tahun 

anggaran berakhir 

6. Menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

untuk dievaluasi 

3 hari kerja setelah 

persetujuan bersama 

3 hari kerja 

7. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Paling lama 15 hari 

kerja setelah 

Rancangan Peraturan 

Daerah tentang 

Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah 

15 hari kerja 



tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

diterima oleh Menteri 

Dalam Negeri/ 

Gubernur 

8. Penyempurnaan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD 

sesuai dengan hasil evaluasi yang 

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan 

DPRD tentang penyempurnaan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD 

Paling lambat 7 hari 

kerja (sejak diterima 

keputusan hasil 

evaluasi) 

7 hari kerja 

9. Penyampaian keputusan Pimpinan 

DPRD tentang penyempurnaan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD kepada Menteri 

Dalam Negeri/Gubernur 

3 hari kerja setelah 

Keputusan pimpinan 

DPRD ditetapkan 

3 hari kerja 

10. Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran perubahan 

APBD sesuai dengan hasil evaluasi 

  

11. Penyampaian Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD kepada Menteri 

Dalam Negeri/Gubernur 

Paling lambat 7 hari 

kerja setelah 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah ditetapkan 

7 hari kerja 

 

E. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut: 

- Pengguna Anggaran  : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si  

- Ketua Pelaksana   : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.  

- Wakil Ketua  : HADI SUSANTO, SE, M.M.   

- Sekretaris  : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.  

- Anggota  : 1. AGUS RAHMANTO, SE., M.M.  
     2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos. 

     3. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E. 
4. PUJI IRAWAN, SE. 
5. SANTOSO. 

 

 

 



F. PEMBIAYAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2022 sebesar Rp. 244.297.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta dua 

ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut 

: 

No Uraian Rincian Perhitungan Jumlah 
Anggaran 

Kegiatan (Rp) 
 Volume  Satuan  Harga 

Satuan  

1 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)   0 

 - bahan bakar minyak 
Spesifikasi : 

0  Tahun 1 0 

2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 
Cetak 

  160.137.000 

 - BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-
Cetak Cover Penerbitan-Cetak Cover 
Penerbitan 3 Warna 
Spesifikasi : 

         320  Lembar 16.400 5.248.000 

 - Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm 
Spesifikasi : 1 

         320  Buku 30.000  9.600.000 

 - Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm 
Spesifikasi : 1 

         0  Buku 10.000  0 

 - ALAT TULIS KANTOR-Biaya 
Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm 
Spesifikasi : 

         170  Buku 3.500  595.000 

 - ALAT TULIS KANTOR-Biaya 
Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm 
Spesifikasi : 

         170  Buku   6.400  1.088.000 

 - ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio 
Spesifikasi : 

    45.000  Lembar 300 13.500.000 

 - ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy 
Bolak-balik Folio 
Spesifikasi : 

  260.212  Lembar 500 130.106.000 

3 Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat/ bahan untuk 
kegiatan kantor 

 28.200.000 

 - Map zeper (map plastic resleting)         120            buah 
- Tas Kerja kantor                                    160            buah 

15.000 
38.000 

1.800.000 
26.400.000 

4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 
(Materai) 

 300.000 

 - ALAT TULIS KANTOR-Materai 
Spesifikasi : 

           30  Lembar 10.000  300.000 

5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Penyusunan APBD (Belanja 
Makanan dan Minuman Rapat/Penyusunan APBD) 

5.300.000 

 - SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-
RAPAT BIASA-Makan 
Spesifikasi : 

         100  Dos 38.000  3.800.000 
 
 
 



 - SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-
RAPAT BIASA-Makanan Kecil ( 
Snack) 
Spesifikasi : 

         100  Dos 15.000  1.500.000 

6 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) 

  27.100.000 

 - Honor Sekretariat Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah-Ketua 
Spesifikasi : 

             1  Orang / 
Bulan 

         
1.000.000  

1.000.000 

 - Honor Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah-Anggota 
Spesifikasi : 

             6  Orang / 
Bulan 

         
1.300.000  

7.800.000 

 - Honor Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah-Ketua 
Spesifikasi : 

             1  Orang / 
Bulan 

2.500.000 2.500.000 

 - Honor Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah-Pengarah 
Spesifikasi : 

             1  Orang / 
Bulan 

3.000.000 3.000.000 

 - Honor Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah-Sekretaris 
Spesifikasi : 

             1  Orang / 
Bulan 

         
1.500.000  

1.500.000 

 - Honor Sekretariat Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah-Staf Teknis 
Spesifikasi : 

           13  Orang / 
Bulan 

600.000 7.800.000 

 - Honor Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah-Pembina 

             1  Orang / 
Bulan 

         
3.500.000  

3.500.000 

7 Belanja uang lembur       16.600.000 

 - SATUAN BIAYA UANG LEMBUR 
DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang 
Lembur-Golongan II/Golongan 
I/Pegawai Tidak Tetap 
Spesifikasi : 

         100  Orang / 
Jam 

15.000 1.500.000 

 - SATUAN BIAYA UANG LEMBUR 
DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang 
Lembur-Golongan III 
Spesifikasi : 

         480  Orang / 
Jam 

20.000 9.600.000 

 - SATUAN BIAYA UANG LEMBUR 
DAN UANG MAKAN LEMBUR-Uang 
Lembur-Golongan IV 
Spesifikasi : 

         220  Orang / 
Jam 

25.000 5.500.000 

8 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Jawa 
Tengah) 

6.660.000 

 - BIAYA PERJALANAN DINAS 
PEJABAT/PNS/NON PNS-
PERJALANAN Dinas Luar Daerah-
Jawa Tengah 
Spesifikasi : 

           18  Orang / 
Hari 

370.000  6.660.000 

 JUMLAH       244.297.000 
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KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN 

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA PPAS  
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022  

 
 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa dalam berbagai aspek 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyusunan program kerja 
tahunan yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), diharapkan menuju terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik 
(good governance) dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah 
secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat dan yang 
terus berkembang. 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada Pasal 265 menyatakan 
bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pasal 310 menyatakan bahwa 
Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan 
kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati  
kepala  daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan 
Pemerintah tersebut disampaikan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun, serta merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana 
jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada 
agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan perencanaan 
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan 
pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi 
masyarakat. 

 

B. Tujuan kegiatan  

-  Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA); 

- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran 
DPRD;  

- Melaksanakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan 
PPAS bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD; 

- Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

pada tahun 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna; 

- Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan 

penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 



- Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan/atau 

provinsi. 

C. SASARAN 

Sasaran Sub Kegiatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut: 

a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, 

efektif, efisien, dan tepat waktu; 

b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

 
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 dengan jadwal sebagai 

berikut: 

 
No Uraian Waktu Lama 

1. 

Penyampaian Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS oleh Ketua 

TAPD kepada Kepala Daerah 

paling lambat minggu I bulan 

Juli 

1 minggu 

2. 

Penyampaian Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS oleh Kepala 

Daerah kepada DPRD 

paling lambat minggu II  

bulan Juli 

5 minggu 

3. 

Kesepakatan antara Kepala Daerah 

dan DPRD atas Rancangan KUA 

dan Rancangan PPAS  

paling lambat minggu II  

bulan Agustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 

Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut: 

- Penanggung Jawab  : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si  

- Ketua Pelaksana   : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.  

- Wakil Ketua  : HADI SUSANTO, SE, M.M.   

- Sekretaris  : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.  

- Anggota  : 1.  AGUS RAHMANTO, SE., M.M.  
     2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos. 

     1. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E 
2. PUJI IRAWAN, SE. 
3. SANTOSO. 

 

F. PEMBIAYAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp. 70.674.000,- (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh emapt ribu rupiah), 

dengan perinciannya adalah sebagai berikut: 

KODE 

REKENING 
URAIAN 

SETELAH PERUBAHAN 

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH 

VOLUME SATUA

N 

HARGA 

SATUAN 

5 BELANJA DAERAH 
      

70.674.000,00 

5.1 BELANJA OPERASI       70.674.000,00 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 
      

70.674.000,00 

5.1.02.01 Belanja Barang       62.424.000,00 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis       62.424.000,00 

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 
      

62.424.000,00 

  
Belanja  Alat/Bahan  untuk  Kegiatan  Kantor-  Bahan  Cetak  (Sub  Unit  :  

BADAN  PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)       62.424.000,00 

  

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya  Penjilidan  Jilid  Lakban  Tebal  <  5  cm  ;  

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm 

Penyusunan KUA dan PPAS 

85,00 buku 3.500,00 297.500,00 

  

Jilid soft cover tebal diantara 3-5 cm ; Jilid soft cover tebal diantara 3-5 

cm KUA dan PPAS 

210,00 buku 30.000,00 6.300.000,00 

  
Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm ; Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm 

KUA dan PPAS 

150,00 buku 10.000,00 1.500.000,00 

  BLANKO  /  FORMULIR  /  CETAKAN-Cetak  Cover  Penerbitan-Cetak  

Cover  Penerbitan  3  Warna  ; BLANKO  /  FORMULIR  /  CETAKAN-Cetak  

Cover  Penerbitan-Cetak  Cover  Penerbitan  3  Warna KUA dan PPAS 
360,00 set 16.400,00 5.904.000,00 

  
ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio ; ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy 

Folio KUA dan PPAS 

25.335,00 lembar 300,00 7.600.500,00 

  
ALAT  TULIS  KANTOR-Fotocopy  Bolak-balik  Folio  ;  ALAT  TULIS  

KANTOR-Fotocopy  Bolak-balik Folio KUA dan PPAS 80.556,00 lembar 500,00 40.278.000,00 

  

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya  Penjilidan  Jilid  Lakban  Tebal  >  5  cm  ;  

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm KUA 

dan PPAS 

85,00 buku 6.400,00 544.000,00 

5.1.02.02 Belanja Jasa 
      

8.250.000,00 

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor       8.250.000,00 

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur       8.250.000,00 

  
Belanja  Lembur  (Sub  Unit  :  BADAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN,  

PENDAPATAN  DAN  ASET DAERAH) 
      8.250.000,00 

  

SATUAN    BIAYA    UANG    LEMBUR    DAN    UANG    MAKAN    

LEMBUR-Uang    Lembur-Golongan 

II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap 

50,00 

Orang 

Per Jam 15.000,00 750.000,00 

  SATUAN  BIAYA  UANG  LEMBUR  DAN  UANG  MAKAN  LEMBUR-Uang  

Lembur-Golongan  III  ; SATUAN   BIAYA   UANG   LEMBUR   DAN   UANG   

MAKAN   LEMBUR-Uang   Lembur-Golongan   III 

Perda/Perbup APBD 

250,00 

Orang 

Per Jam 
20.000,00 5.000.000,00 
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KERANGKA ACUAN SUB KEGIATAN 

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA PPAS  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022  

 
 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa dalam berbagai aspek 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyusunan program kerja 
tahunan yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), diharapkan menuju terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik 
(good governance) dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah 
secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat dan yang 
terus berkembang. 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada Pasal 265 menyatakan 
bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pasal 310 menyatakan bahwa 
Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan 
kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati  
kepala  daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan 
Pemerintah tersebut disampaikan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun, serta merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana 
jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada 
agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan perencanaan 
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan 
pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi 
masyarakat. 

 

B. Tujuan kegiatan  

-  Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA); 

- Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran 
DPRD;  

- Melaksanakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan 
PPAS bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD; 

- Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

pada tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna; 

- Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan 

penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 

- Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan/atau 

provinsi. 



C. SASARAN 

Sasaran Sub Kegiatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai 

berikut: 

a. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, 

efektif, efisien, dan tepat waktu; 

b. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

 
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 

2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 dengan 

jadwal sebagai berikut: 

 

No Uraian Waktu Lama 

1. Penyampaian Rancangan Perubahan 

KUA dan Rancangan Perubahan PPAS 

oleh Kepala Daerah kepada DPRD 

paling lambat minggu 

I bulan Agustus 

 

2. Pembahasan dan kesepakatan antara 

Kepala Daerah dan DPRD atas 

Rancangan Perubahan KUA dan 

Rancangan Perubahan PPAS 

paling lambat minggu 

II bulan Agustus 

3. Penerbitan Surat Edaran Kepala 

Daerah perihal Pedoman Penyusunan 

RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan 

DPA dan SKPD/PPKD serta 

Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

paling lambat minggu 

III bulan Agustus 

4. Penyampaian Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD oleh Kepala 

Daerah kepada DPRD 

Paling lambat minggu 

II bulan September  

5. Pengambilan persetujuan bersama 

DPRD dan Kepala Daerah 

Paling lambat 30 

September  

Paling lambat 3 

bulan sebelum tahun 

anggaran berakhir 

6. Menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

3 hari kerja setelah 

persetujuan bersama 

3 hari kerja 



untuk dievaluasi 

7. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Paling lama 15 hari 

kerja setelah 

Rancangan Peraturan 

Daerah tentang 

Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

diterima oleh Menteri 

Dalam Negeri/ 

Gubernur 

15 hari kerja 

8. Penyempurnaan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD 

sesuai dengan hasil evaluasi yang 

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan 

DPRD tentang penyempurnaan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD 

Paling lambat 7 hari 

kerja (sejak diterima 

keputusan hasil 

evaluasi) 

7 hari kerja 

9. Penyampaian keputusan Pimpinan 

DPRD tentang penyempurnaan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD kepada Menteri 

Dalam Negeri/Gubernur 

3 hari kerja setelah 

Keputusan pimpinan 

DPRD ditetapkan 

3 hari kerja 

10. Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran perubahan 

APBD sesuai dengan hasil evaluasi 

  

11. Penyampaian Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD kepada Menteri 

Dalam Negeri/Gubernur 

Paling lambat 7 hari 

kerja setelah 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah ditetapkan 

7 hari kerja 

 
E. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 

Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Demak, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sebagai berikut: 

- Penanggung Jawab  : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si  

- Ketua Pelaksana   : MOCHAMMAD ARIFIN, SE, M.M.  

- Wakil Ketua  : HADI SUSANTO, SE, M.M.   

- Sekretaris  : SOLIKHIN, S.Sos, M.M.  



- Anggota  : 1.  AGUS RAHMANTO, SE., M.M.  
     2. DIDIK AGUS SETYO PRIHARDIYANTO, S.Sos. 

     1. RINDA ANGGRENI, S.Tr.E 
2. PUJI IRAWAN, SE. 
3. SANTOSO. 

 

 

F. PEMBIAYAAN 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 

2022 sebesar Rp. 60.754.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu 

rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

VOLUM E SA T UA N

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak

Belanja  A lat/Bahan  untuk  Kegiatan  Kantor-  Bahan  

Cetak  (Sub  Unit  :  BADAN  PENGELOLAAN 

KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 

DAERAH)

Jilid  soft  cover  tebal  diantara  3-5  cm  ;  Jilid  soft  

cover  tebal  diantara  3-5  cm  Perubahan  KUA dan 

PPAS

210,00 buku

Jilid soft cover tebal dibawah 2 cm ; Jilid soft cover 

tebal dibawah 2 cm Perubahan KUA dan PPAS
150,00 buku

BLANKO  /  FORM ULIR  /  CETAKAN-Cetak  Cover  

Penerbitan-Cetak  Cover  Penerbitan  3  Warna  ; 

BLANKO  /  FORM ULIR  /  CETAKAN-Cetak  Cover  

Penerbitan-Cetak  Cover  Penerbitan  3  Warna 

Perubahan KUA dAn PPAS

360,00 set

ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio  ; ALAT 

TULIS KANTOR-Fotocopy Folio  Perubahan KUA 

dan PPAS

10.500,00 lembar

ALAT  TULIS  KANTOR-Fotocopy  Bolak-balik  

Fo lio   ;  ALAT  TULIS  KANTOR-Fotocopy  Bolak-

balik Folio  Perubahan KUA dan PPAS

67.817,00 lembar

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya  Penjilidan  Jilid  

Lakban  Tebal  <  5  cm  ;  ALAT  TULIS  KANTOR-

Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal < 5 cm 

Perubahan KUA dan PPAS

85,00 buku

ALAT  TULIS  KANTOR-Biaya  Penjilidan  Jilid  

Lakban  Tebal  >  5  cm  ;  ALAT  TULIS  KANTOR-

Biaya Penjilidan Jilid Lakban Tebal > 5 cm 

Perubahan KUA dan PPAS

85,00 buku

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

A lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja   A lat/Bahan   untuk   Kegiatan   Kantor-

Bahan   Kantor   Lainnya   (Sub   Unit   :   BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN 

DAN ASET DAERAH)

M ap Zeper (M ap Plastik resleting) 60,00 buah

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur

Belanja  Lembur  (Sub  Unit  :  BADAN  

PENGELOLAAN  KEUANGAN,  PENDAPATAN  

DAN  ASET DAERAH)

SATUAN    BIAYA    UANG    LEM BUR    DAN    

UANG    M AKAN    LEM BUR-Uang    Lembur-

Golongan

II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap

50,00

Orang Per 

Jam

SATUAN  BIAYA  UANG  LEM BUR  DAN  UANG  

M AKAN  LEM BUR-Uang  Lembur-Golongan  III  ; 

SATUAN   BIAYA   UANG   LEM BUR   DAN   UANG   

M AKAN   LEM BUR-Uang   Lembur-Golongan   III

Perda/Perbup APBD

250,00

Orang Per 

Jam

SATUAN  BIAYA  UANG  LEM BUR  DAN  UANG  

M AKAN  LEM BUR-Uang  Lembur-Golongan  IV  ; 

SATUAN   BIAYA   UANG   LEM BUR   DAN   UANG   

M AKAN   LEM BUR-Uang   Lembur-Golongan   IV

Perda/Perbup APBD

100,00

Orang Per 

Jam

25.000,00 2.500.000,00

Jumlah B elanja Sub Kegiatan 60.754.000,00

15.000,00 750.000,00

20.000,00 5.000.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

900.000,00

15.000,00 900.000,00

6.400,00 544.000,00

900.000,00

500,00 33.908.500,00

3.500,00 297.500,00

300,00 3.150.000,00

10.000,00 1.500.000,00

16.400,00 5.904.000,00

51.604.000,00

30.000,00 6.300.000,00

52.504.000,00

51.604.000,00

60.754.000,00

52.504.000,00

60.754.000,00

60.754.000,00
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